
 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.57/MENLHK/SETJEN/KEU.1/10/2019 

TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  

DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK-SETJEN/2015 

tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib 

Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.75/MENLHK-SETJEN/2015 tentang 

Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tidak 

sesuai lagi sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009     

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang    

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999      

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412);  
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009     

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah  

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan  Hutan  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata 

Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5116); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 56, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28        

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5798); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara  Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015     

Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5794);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);  

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan 

Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Layanan Publik Tertentu adalah layanan publik di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

4. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi 

Pemerintah sebelum memberikan Perizinan untuk 

memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 

6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan untuk pelaksanaan KSWP atas Perizinan. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

8. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

yang membidangi kesekretariatan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

pelaksanaan KSWP terhadap Layanan Publik Tertentu. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan 

dan prosedur standar dalam pelaksanaan KSWP terhadap 

Layanan Publik Tertentu. 
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Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan 

KSWP terhadap perizinan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan yang diterbitkan: 

a. secara elektronik melalui Lembaga Online Single Submission 

(OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan 

b. oleh Menteri. 

 

Pasal 4 

(1) Menteri melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik 

Tertentu. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

unit yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu. 

(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) terdiri atas: 

a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–hutan alam 

(IUPHHK-HA); 

b. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–hutan 

tanaman industri (IUPHHK-HT); 

c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–restorasi 

ekosistem (IUPHHK-RE); 

d. izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk 

kegiatan operasi produksi pertambangan/non 

tambang; 

e. izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk 

kegiatan survey/eksplorasi; 

f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

(IUPHHBK); 

g. izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK); 

h. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon dan/atau 

penyimpanan karbon (IUP RAP KARBON dan/atau PAN 

KARBON); 

i. izin usaha industri primer hasil hutan kayu       

dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun (IUIPHHK 

6.000 m3/tahun); 
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j. pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat 

dikonversi; 

k. izin lembaga konservasi; 

l. izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL); 

m. izin pengedar tumbuhan dan satwa liar; 

n. izin usaha penyedia sarana wisata alam (IUPSWA); 

o. izin usaha penyedia jasa sarana wisata alam 

(IUPJSWA); 

p. izin ekspor benih/bibit tanaman hutan; 

q. izin pengusahaan taman buru; 

r. izin usaha pemanfaatan air di Suaka Margasatwa, 

Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman 

Hutan Raya; 

s. izin usaha pemanfaatan energi air di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, 

dan Taman Hutan Raya; 

t. izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di 

Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan 

Taman Wisata Alam (TWA); 

u. izin impor benih/bibit tanaman hutan; 

v. izin usaha pengumpulan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); 

w. izin usaha pengolahan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); 

x. izin usaha pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); 

y. izin usaha penimbunan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3); dan 

z. rekomendasi usaha pengangkutan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3). 

 

Pasal 5 

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

dilakukan secara elektronik melalui: 

a. sistem informasi pada Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan yang terhubung dengan sistem 

informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan; atau  
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b. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

(2) Dalam hal pelaksanaan KSWP secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dilakukan, pelaksanaan KSWP dilakukan secara non-

elektronik. 

(3) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) memuat: 

a. status valid; atau 

b. status tidak valid. 

(4) Status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

diberikan dalam hal telah memenuhi ketentuan: 

a. nama dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem 

informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 

b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah 

menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(5) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan 

persyaratan agar Layanan Publik Tertentu dapat diproses 

lebih lanjut. 

(6) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status 

tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) Layanan Publik Tertentu tidak dapat diproses 

lebih lanjut. 

(7) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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Pasal 6 

(1) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan melakukan koordinasi dan pembinaan dalam 

bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi 

terkait pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5.  

(2) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan 

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 7 

(1) Unit yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus 

menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP kepada 

Sekretaris Jenderal. 

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Tim 

Nasional Pencegahan Korupsi secara berkala. 

(3) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan KSWP kepada 

Direktur Jenderal Pajak.  

 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.75/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pelaksanaan Validasi 

Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

                 ttd. 

 

               SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 25 November 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2019 NOMOR 1495  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

PLT. KEPALA BIRO HUKUM, 

 

             ttd. 

 

MAMAN KUSNANDAR 

 


